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KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SUHARTOKO, S.E.,M.Si  

KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H  

 

 

 

BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 28 TAHUN 2023 

TENTANG  

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA  

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

   

BUPATI TRENGGALEK, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan peraturan 

perundang-undangan dan perkembangan kondisi saat ini, 

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 perlu diganti; 

                         b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
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mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang–Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat  dan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022  

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1547); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 

99); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 

128); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

BIAYA  PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Trenggalek. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Trenggalek. 
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5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek. 

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Trenggalek yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah 

pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Trenggalek. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum. 

8. Standar Harga Satuan Biaya adalah merupakan pedoman 

pembakuan barang atau jasa menurut jenis, spesifikasi dan 

kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu yang 

dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan 

anggaran.  

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Trenggalek. 

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi SKPD. 

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat 

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang 

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu 

program sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 2 

 
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai 

pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan 

APBD. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk 

optimalisasi belanja dalam APBD melalui prinsip-prinsip 

efisiensi, efektivitas serta kepastian hukum dalam 

perencanaan dan pelaksanaan APBD. 

 

BAB II 

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA 

Pasal 3 

 
Standar Harga Satuan Biaya meliputi: 

a. satuan biaya Honorarium;  

b. satuan biaya jasa; 

c. satuan biaya perjalanan dinas;  

d. satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor;  

e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan 

f. satuan biaya pemeliharaan.  

 

Pasal 4 

 
(1) Standar Harga Satuan Biaya digunakan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan APBD.  

(2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya 

berfungsi sebagai:  

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 

Perangkat Daerah;  

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan  
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c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD. 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya 

berfungsi sebagai:  

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 

dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan  

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi 

yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk 

karena adanya kenaikan harga pasar.  

(4) Standar Harga Satuan Biaya yang berfungsi sebagai batas 

tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Standar Harga Satuan Biaya yang berfungsi sebagai batas 

tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam 

pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini.  

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan 

Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2022  Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

Ditetapkan di Trenggalek 

pada tanggal 12 Desember 2023  

        BUPATI TRENGGALEK, 

 
                      TTD 

 
      MOCHAMAD NUR ARIFIN 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 12 Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK, 

                    TTD 

EDY SOEPRIYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 28 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

       AGUNG YUDYANA 

NIP. 19680524199703 1 001 

 

 


